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ABSTRAKSI 

 

Nama : Haidar Ali Muqaddas 

NIM 201910110311146 

Judul : EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM MENJALANKAN 

FUNGSINYA SEBAGAI WADAH PENDIDIKAN POLITIK 

BAGI MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-

UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN 

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 

TENTANG PARTAI POLITIK 

 

Pembimbing : 1.  Dr, Solahuddin Alfatih, S.H., M.H 

2.  Sumali, S.H., M.H 

Pendidikan politik merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan demokrasi 

yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partai 

politik memiliki kedudukan sentral sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota 

dan masyarakat luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan politik oleh partai 

politik masih belum berjalan secara optimal dan cenderung bersifat formalitas. 

Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya kesadaran politik masyarakat, 

meningkatnya praktik politik uang, serta menurunnya partisipasi politik yang 

berdampak pada kualitas demokrasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: pertama, Bagaimana 

problematika konsep pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik kepada 

masyarakat luas; dan kedua, bagaimana implikasi yuridis terhadap partai politik 

yang tidak menjalankan fungsinya sebagai wadah pendidikan politik bagi 

masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif 

dengan metode pendekatan seperti pendekatan konseptual (conceptual approach) 

dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), kemudian didukung 

dengan Pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa meskipun kewajiban pendidikan politik telah diatur secara 

normatif dalam peraturan perundang-undangan, namun belum terdapat pengaturan 

yang tegas mengenai sanksi terhadap partai politik yang tidak melaksanakan 

kewajiban tersebut. Sanksi yang diatur dalam peraturan mengenai bantuan 

keuangan partai politik hanya terbatas pada aspek pertanggungjawaban keuangan, 

bukan pada pelaksanaan fungsi pendidikan politik. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa diperlukan pembaruan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif guna 

memperkuat kewajiban pendidikan politik serta mekanisme sanksinya, sehingga 

partai politik benar-benar menjalankan perannya dalam membangun demokrasi 

yang berorientasi pada kepentingan publik. 

Kata Kunci :Partai Politik; Pendidikan Politik dan Undang-Undang Partai 

Politik 
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ABSTRACTION 

 

Name : Haidar Ali Muqaddas 

NIM 201910110311146 

Title : THE EXISTENCE OF POLITICAL PARTIES IN CARRYING 

OUT THEIR FUNCTIONS AS A FORUM FOR POLITICAL 

EDUCATION FOR THE PUBLIC IS REVIEWED FROM LAW 

NUMBER 2 OF 2011 CONCERNING AMENDMENTS 

TO LAW NUMBER 2 OF 2008 

CONCERNING POLITICAL PARTIES 

 

Adviser : 1.  Dr, Solahuddin Alfatih, S.H., M.H 

2.  Sumali, S.H., M.H 

Political education is a strategic instrument in realizing a quality and sustainable 

democracy. In the Indonesian constitutional system, political parties have a central 

position as a means of political education for members and the wider community 

as stipulated in Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 

of 2008 concerning Political Parties. However, in practice, the implementation of 

political education by political parties is still not running optimally and tends to be 

formal. This condition has implications for low public political awareness, 

increased practice of money politics, and decreased political participation which 

has an impact on the quality of democracy. Based on this background, this research 

formulates two main problems, namely: first, how the problematic concept of 

political education is provided by political parties to the wider community; and 

second, what are the juridical implications for political parties that do not carry out 

their functions as a forum for political education for the community. This research 

uses normative juridical law research methods with approaches such as conceptual 

approach and statute approach, then supported by a comparative approach. The 

results of the study show that although the obligation of political education has been 

normatively regulated in laws and regulations, there has not been a firm regulation 

regarding sanctions against political parties that do not carry out these obligations. 

The sanctions stipulated in the regulations regarding financial assistance for 

political parties are only limited to the aspect of financial accountability, not to the 

implementation of the political education function. This study concludes that a more 

firm and comprehensive regulatory reform is needed to strengthen political 

education obligations and sanction mechanisms, so that political parties truly carry 

out their role in building a democracy oriented to the public interest. 

Keywords: Political Parties; Political Education and Political Party Law 
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